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PUTUSAN
Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Bjm
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang
majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxx BIN xxxx, NIK: xxxxx, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 28 Februari
1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan
Teknisi AC, pendidikan SMP, bertempat tinggal di

Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon,;
melawan

xxxx BINTI xxxx), NIK xxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Desember
1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan SPG
Kosmetik, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan
XXXXXKXKHKXXXXXIXEXKEXEXEKKKKKHKKKKXKXXXXXXXXIXKKKKKKXX
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2024
telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan  Agama Banjarmasin, dengan Nomor
108/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
T XXXOOXXXKXXEXXEXKXXEKXKXKXKXKX XXX KXKHXKIXKHXKXKXKEXKXKIXKKKXKX XXX XXX XXXXXXX
xxxBahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap
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di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)
Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 24 Januari 2024 dan Nomor
108/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 1 Februari 2024 yang dibacakan di
persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh
suatu alasan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon
yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxx atas nama Xxxx, yang
dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota
Banjarmasin, tertanggal 25 Januari 2021, bermeterai cukup dan di-nazegelen,
sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx atas nama XXxxX
(Pemohon) dan xxxx (Termohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, tertanggal 26 September 2016,
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti
P.2;
B. Saksi:
1. e
2, e
Di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
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- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan

Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan

harmonis lagi sejak 2016 karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena

Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan

Termohon bertengkar;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah 4 tahun pisah tempat

tinggal namun berdampingan rumah;

- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon

dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 24 Januari 2024 dan Nomor
108/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 1 Februari 2024 vyang dibacakan di
persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh
suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
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dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan
Pemohon adalah sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang sulit didamaikan, dan puncaknya Pemohon dengan Termohon
pisah tempat tinggal namun masih dalam satu bangunan tahun 2019, sehingga
terjadi pisah tempat tinggal 4 tahun lamanya, disebabkan Termohon menjalin
hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-daliinya telah
mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2
(fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai
akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata,
membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Banjarmasin dan Pemohon dengan Termohon adalah suami sah yang
dilaksanakan pada tanggal 21 September 2016 dan dicatatkan di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil
dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan
309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon
sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan
laki-laki lain dan Pemohon dengan Termohon sudah 4 tahun pisah tempat
tinggal namun dalam satu bangunan yang sama; ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang
sah sejak 21 September 2016 dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon menjalin
hubungan dengan laki-laki lain;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat
tinggal 4 tahun lamanya, sejak tahun 2019;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi
didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah
pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang
bahagia, karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, akibatnya
terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan, Pemohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai Termohon,
kesetiaaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu
dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting
bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi
kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai
bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah
perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana
tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan
Termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk
menghentikan perbuatan saling menzalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu
memperhatikan firman Allah surat Al-Bagarah ayat 231 yang berbunyi:

Sb33 msl 953%a, H855usls Hilsl il cladll aidil 151
asabialle 56535 Jads a5 155558 1o 583%m2iVs 95325,
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Artinya : “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir
iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau
ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu
rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian
kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka

sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Pemohon telah berketetapan hati
untuk mentalak Termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur’an surat Al-Bagarah
ayat 227 yang berbunyi:

pals graw alll gls GMall Igsjs 0ls
Artinya : “Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar
keterangan keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon
sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-
benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,
sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum
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permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx Bin xxxx) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (xxxx Binti xxxxx (Alm)) di depan sidang Pengadilan Agama
Banjarmasin;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1445 Hijriah Hijriah, oleh kami
Drs. H. Mahalli, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan
Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Era
Rahmi Muinah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,
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Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Al Fahni, M.H. Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Era Rahmi Muinah, S.Ag.

Perincian biaya :
1. Pendaftara Rp 30.000,00

n
2. Proses Rp 75.000,00
3. Panggilan Rp 300.000,00
4. PNBP Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000.00

Jumlah Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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